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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 26/M-DAG/PER/5/2017
TENTANG
PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk menyesuaikan dengan  ketentuan
pelaksanaan wurusan pemerintahan konkuren bidang
perdagangan sub urusan standardisasi dan perlindungan
konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah, perlu mengatur kembali
pelaksanaan pengawasan metrologi legal sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
71/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengawasan Alat-Alat
Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, Barang
dalam Keadaan Terbungkus, dan Satuan Ukuran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Pengawasan Metrologi

Legal;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi
Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3193);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4744);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang
Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera
Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar,
Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang
Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain
yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3351);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar,
Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera
dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 210);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang dalam
Keadaan Terbungkus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 698);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1150)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/11/2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1988);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
74/M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-Alat Ukur, Takar,
Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 39);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber
Daya Manusia Kemetrologian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang
Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
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Menetapkan

16.

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1565);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PENGAWASAN METROLOGI LEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-
satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-
alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan
peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan
melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran
pengukuran.

Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Barang dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya
disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu
yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk
mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel
kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan
dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual,
ditawarkan, atau dipamerkan.

Merusak Kemasan atau Segel Kemasan adalah semua
perbuatan berupa membuka kemasan atau melepaskan

segel kemasan BDKT.
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Batas Kesalahan yang Diizinkan adalah batas kesalahan
negatif dari nilai kuantitas BDKT yang diizinkan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Satuan Ukuran adalah satuan yang merupakan ukuran
dari satuan suatu besaran berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Satuan Sistem Internasional (le Systeme International
d’Unites) yang selanjutnya disebut SI adalah satuan
ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran
yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang
disahkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan
Timbangan.

Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk
kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa,
penyimpanan dokumen yang Dberkenaan dengan
perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau
pameran barang-barang, termasuk rumah tempat tinggal
yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan
tersebut.

Pengujian dalam Rangka Pengawasan yang selanjutnya
disebut Pengujian adalah tindakan untuk mengetahui
kebenaran penunjukan UTTP atau kebenaran kuantitas
BDKT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk
memastikan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawas Kemetrologian adalah pegawai negeri sipil yang
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan
pengawasan Metrologi Legal.

Pengamat Tera adalah pegawai negeri sipil yang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh
oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan
pengamatan tera.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam

hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang
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